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Bapak Gubernur Bali 

Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali 

Inspektur Daerah Provinsi Bali 

- 

13 April 2026 

B.09.000/2060/SET/ITPROV 

Biasa 

1 (satu) gabung 

Pelaporan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

Tahun 2025 

  

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2025 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2023 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehubungan dengan hal 

tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut : 

1) Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Wajib Lapor yang berkewajiban 

menyampaikan LHKPN kepada KPK. Penyampaian LHKPN Periodik Tahun 2025 

pada Pemerintah Provinsi Bali wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada 

laman elhkpn.kpk.go.id. dari tanggal     1 Januari s.d. 31 Maret 2026; 

2) Pejabat wajib Lapor LHKPN Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

seluruhnya berjumlah 301 Orang meliputi : Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat 

Struktural Eselon I, Eselon II, Kelompok ahli, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 

Pejabat Fungsional Auditor, PPUPD, pejabat fungsional Pengadaan Barang/Jasa, 

Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, Ajudan Gubernur dan Ajudan 

Wakil Gubernur.  

3) Wajib lapor LHKPN  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah seluruhnya 

melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN dengan capaian persentase 

Pelaporan sampai dengan 31 Maret 2026 adalah sebesar 100%. 

4) Pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dilaksanakan 
bertujuan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan 
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Nepotisme (KKN) dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran 
pejabat negara. 

 

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima 

kasih.  
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